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TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DARI
KECAMATAN KUTAWARINGIN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

: a. bahwa sehubungan terdapatnya kekurangan personil Panitia Pemungutan
Suara (PPS) pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Kutawaringin, guna kelancaran
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013 di Kabupaten Bandung perlu adanya pengangkatan Panitia
Pemungutan Suara susulan untuk desa dimaksud melalui seleksi yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang
Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Susulan dari Kecamatan
Kutawaringin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52ail;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor aB65);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009.
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2-008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan
umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2010;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor :

02lKpts/KPU-Prov-01 UVfi lZ0I2 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013;

2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kutawaringin Nomor
2B4l007lPPKlXl20l2 tanggal 5 Oktober 20L2 perihal Laporan seleksi
anggota PPS susulan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUSUI.AN DARI
KECAMATAN KUTAWARINGIN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNURJAWA BARATTAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG.

Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara
Susulan dari Kecamatan Kutawaringin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung yaitu :

1. Sdr. Dadang Syaepuloh ( Desa Cilame)
2. Sdr. Suryaman (Desa Padasuka)
3. Sdr. H. Sopian Hudaya (Desa Jatisari)

Anggota Panitia Pemungutan Suara Susulan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyaitugas, wewenang, dan kewajiban meliputi :

a. membantu KPU Kabupaten Bandung dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil
perbaikan dan daftar pemilih tetap;
membentuk KPPS;

mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
mengumumkan daftar pemilih;
menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
rnelakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih
sementara;

g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;

h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan

melaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung melalui PPK;

i, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

b,
c.
d.
e.
t.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan yang telah
ditetapkan KPU Kabupaten Bandung dan PPK;

k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya;

l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan
pengawas Pemilu;

m, mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya;

n. rnenyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimakud
pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;

o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat seftifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK

p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan
suara dan setelah kotak suara disegel;

q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama
setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki
kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Pengawas Pemilu Lapangan;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di wilayah kerjanya;

t. melakanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang PPS kepada masyarakat;

u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, kecuali dalam hal penghitungan suara;

v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU
Kabupaten Bandung dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
Undang-Undang.

Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara Susulan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan
Maret 2C13.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini,
bersumber pada Anggaran Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal OC Oktober 2012

KETUA
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